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PUTUSAN 

Nomor 421/Pdt.G/2017/PA.Msb. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA 

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara 

cerai gugat,pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara antara : 

.................................., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur,  

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  Tempat 

Kediaman di Dusun .................................., Desa ............... .. .. .. .. .. .. .. ... .. , 

Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

.................................., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh 

bangunan,pendidikan Sekolah Dasar,  Tempat Kediamandi 

Dusun .................................., Desa .................................., Kecamatan 

Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar pihak berperkara; 

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 

tertanggal2Agustus2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Masamba dengan Nomor 421/Pdt.G/2017/PA.Msb.,tanggal 2 Agustus 2017, 

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 

hari Kamis, tanggal 4 September 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 171/15/IX/2014, tanggal 

31 Juli  2017; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua 

Penggugat selama 1 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak 

bernama ..................................lahir pada tanggal 29 – 04 -2015 anak tersebut 

dalam asuhan Penggugat; 

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

harmonis, namun pada bulan Februari 2015, mulai muncul perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat 

setiap Penggugat menjual sayur; 

4.  Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu 

Tergugat berubah sikap namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau 

dinasihati Tergugat malah diam dan tidak peduli sehingga selalu terjadi 

perselisihan terus menerus hingga puncak terakhir; 

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

bulan Januari 2017  disebabkan persoalan yang sama Tergugat tetap 

cemburu kepada Penggugat dan Tergugat pergi kerumah keluarga Tergugat 

tanpa mempedulikan Penggugat  dan anak Penggugat dan Tergugat 

sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga 

dengan Tergugat atas sikap Tergugat tersebut; 

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  

hingga sekarang  7 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya 

suami istri tidak ada nafkah untuk Penggugat namun masih ada nafkah 

untuk  anak Penggugat dan Tergugat; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik 

bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis; 

 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan 

mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat; 

Disclaimer
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3. Membebankan  biaya perkara menurut hukum  yang berlaku; 

Subsider : 

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 

datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah 

datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya 

yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh 

jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan relaas nomor 

421/Pdt.G/2017/PA.Msb,tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal 5 September 

2017, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan 

yang sah menurut hukum; 

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak 

pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan 

Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil 

gugatannya; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 

Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama 

KecamatanTomoni, KabupatenLuwu Timur, dengan Nomor 171/15/IX/2014, 

tanggal 31 Juli 2017 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya 

ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda 

(P); 

 Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 

bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : 

Saksi .................................., pada pokoknya memberi keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat 

sering cemburu; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 

(delapan) bulan; 

 

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak 

saling memerdulikan lagi; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

SaksiI II .................................., pada pokoknya memberi keterangan sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada 

Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 

(delapan) bulan; 

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, 

Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan; 

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal 

yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan 

yang tidak terlepas dari uraian putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas;   

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha 
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menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara 

terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 

421/Pdt.G/2017/PA.Msb,tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal 5 September 

2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka 

panggilan kepada Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi 

dan patut; 

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat 

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada 

orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan peraturan perundang-undangan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg 

perkara ini dapat diputus dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pada pokoknya 

dapat disimpulkan, bahwaTergugat sering cemburu kepada Penggugat, 

puncaknya pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah 

tempat tinggal; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama .................................. 

dan ..................................; 

 Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis 

Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana 

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat 

dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, maka menurut 

Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti; 

 Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya 

pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 September2014. 

Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, 

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh  

Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran 

dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu 

mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua 

pihak untuk mengetahui sejauh mana  terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975); 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa 

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur 

dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan 

berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai 

hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pisah tempat tinggal Penggugat 

dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan dan tidak saling memerdulikan lagi, 

pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, sehingga 

dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah 

pada tanggal 4 September2014; 

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 

(delapan) bulan, sampai saat ini; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar 

menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Tergugat tersebut 

akandipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 

tentangperkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian 

harus adacukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai 
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suamiistri dan majelis sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

keduabelah pihak, Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo 

Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam (KHl) menegaskan salah satu 

alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerusantara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut 

terdapatbeberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik 

ceraitalak maupun ceraigugat diantaranya: 

-  Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus; 

-  Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak 

adaharapan untuk kembali rukun; 

-  MajelisHakim telah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan 

satupersatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat 

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan 

Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, 

Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta akibat dari perselisihan dan 

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 

pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, sampai saat ini, dan telah 

diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapatkembali rukun, 

tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur keduajuga telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan 

cara menasihati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap 

persidangansesuai ketentuan pasal 31 PP No. I Tahun 1975, dengan demikian 

maka unsur ketigajuga telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat 

ditariksuatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi 
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pecah(broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur 

terjadinyaperceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan 

sepertitersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat 

patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan 

pulayurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 

Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri 

terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah 

pecahdan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 

9Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yangdidalamnya 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan rumah 

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayangseperti yang diharapkan 

oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknyaakan menimbulkan 

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salahsatu pihak atau 

kedua belah pihak. Haltersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum lslam 

dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alih menjadi 

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " 

lslam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumahtangga sudah dianggap 

guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat laginasihat perdamaian dan 

hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh),sebab dengan meneruskan 

perkawinan berarti menghukum salah satu isteriatau suami dalam penjara yang 

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatubentuk penganiayaan yang 

bertentangan dengan semangat keadilan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat 

tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba’in 

Shughra Tergugat kepada Penggugat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah 

Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka 

Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk 
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mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 

pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat 

tinggal Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini:      

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap dipersidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (..................................) 

terhadap Penggugat (..................................); 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan 

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan 

Tomoni Timur,Kabupaten Luwu Timur,untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah sebesar Rp. 721.000,-(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). 

 Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam 

musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 11 September 2017 

Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah1438 Hijriyah, oleh 

................................... Hakim Ketua,................................... dan 

...................................masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi 

oleh ...................................sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 
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Hakim Anggota I,     Hakim Ketua, 

 

 

...................................   ................................... 

Hakim Anggota II 

 

 

...................................   Panitera Pengganti 

  

 

 ................................... 

Perincian biaya perkara  : 
1. Biaya pendaftaran : Rp.    30.000,- 
2. Biaya proses  : Rp.    50.000,- 
3. Biaya panggilan  : Rp.  630.000,- 
4. Biaya redaksi  : Rp.      5.000,- 
5. Biaya materai  : Rp.      6.000,- 

Jumlah   : Rp.721.000,- 
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) 
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